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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Islam sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia.  Salah satu yang diatur di dalam hukum Islam adalah lapangan-lapangan yang menyangkut kewarisan yang selanjutnya dikatakan sebagai hukum kewarisan Islam, pengaturan-pengaturan mengenai hukum Islam mencakup bagian-bagian orang yang berhak menjadi ahli waris serta porsi bagian waris yang telah termaktub dan disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, dan ada pula yang merupakan ahli waris akan tetapi tidak disebutkan secara tegas besar porsi yang berhak diberikan kepada ahli waris tersebut.

Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dngan hukum faraid. 
 Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah faraid. Kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (Sedekah).
 Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaaan atau hak disebut dengan istilah tarikah/tirkah. Tarikah ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.

Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah, semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan.

Hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, dalam istilah arab disebut faraid.

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (yang berhak menerimanya), yang mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa-siapa saja yang berhak menerima, berapa besar forsi atau bagian masing-masing ahli waris, kapan dan bagaimana tata cara pengalihannya. Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.

Allah Swt. memerintakan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini.
 Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 13 dan 14 yang artinya:

“Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah menyangkut penentuan para ahli waris, tahapan pembagian warisan serta forsi masing-masing ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian warisan sebagaimana yang ditentukan Allah, yang disertai ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuanNya, Allah menjanjikan surga. Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum waris yang telah diatur Allah SWT, maka ia tidak akan mendapat warisan surga, (muttafak alaih).

Hukum Islam dimana wanita mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan yaitu sejak diturunkanya Surat An-Nisa‟ ayat 7 yang artinya: “laki-laki berhak memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari harta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya.”

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa perintah Allah SWT, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur‟an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk kecintaan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.
 Sitem kewarisan Islam di Indonesia sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam menganut sistem kewarisan Jumhur yang oleh Hazairin dipandang sebagai sistem kewarisan patrilineal, sementara sistem kewarisan al-Quran menurutnya berbentuk bilateral.
 Hazairin melalui penafsirannya terhadap beberapa ayat a-Qur‟an menetapkan dua garis hukum dalam menentukan ahli waris yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.

Garis pokok keutamaan adalah suatu garis hukum yang menentukan perikutan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris atau yang menentukan urut-urutan keutamaan di antara keluarga pewaris sedangkan garis pokok penggantian adalah setiap orang dalam sekelompok keutamaan di mana antara dia dengan si pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup atau telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. atau yang disebut dengan ahli waris pengganti.

Implementasi hukum waris Islam dalam sistem hukum perdata Indonesia terjadi ketika seorang Muslim atau suatu keluarga Muslim memilih penyelesaian waris berdasarkan syariat Islam, meskipun hukum perdata (KUH Perdata) juga berlaku di Indonesia. Hal ini biasanya dilakukan di Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bukan di Pengadilan Negeri yang menganut sistem hukum perdata. Penerapan hukum waris Islam dilakukan dengan membagikan harta waris sesuai ketentuan syariat, sementara hukum perdata membagi secara seimbang tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris.

Secara formal, hukum perdata (KUHPerdata) tidak secara otomatis mendominasi seluruh kasus warisan di Indonesia. Bagi pemeluk agama Islam, sistem hukum waris Islam melalui Pengadilan Agama dan KHI dapat menjadi pilihan penyelesaian yang sah, terutama jika seluruh ahli waris menyepakatinya
Berdasarkan latar belakang di atas, maka hal yang menarik untuk meneliti tentang kedudukan hak waris saudara laki-laki, sehingg berkaitan dengan hal tersebut dipilih judul tesis tentang  "Impelementasi Hukum Waris Islam dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Warisan)".
Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

Bagaimana pengaturan hukum hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata ?

Bagaimana dinamika hukum waris terkait hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata ?

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara sengketa warisan di Pengadilan ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata.  
Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika hukum waris terkait hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata.

Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaian perkara sengketa warisan di Pengadilan.

Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang tidak dapat terpisahkan. Manfaat penelitian berisi uraian tentang temuan-temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat temuan tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum,
 sehingga bila bertitik tolak dari uraian tersebut, maka dapat diambil beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur mengenai pandangan hukum waris Islam dalam sistem hukum perdata Indonesia dalam penyelesaian sengketa warisan

Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam hal penyelesaian sengketa warisan.
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